BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 190 TAHUN 2022

TENTANG
ALOKASI DANA KLAIM COVID-19
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI

Lampiran : 1 ( satu)

Menimbang:

mengingat

BUPATI YAHUKIMO,

bahwa Corana Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang
menimbulkan  wabah dan  kedaruratan  kesehatan
masyarakat, dan wajib dilakukan upaya penanggulangan
yang membutuhkan pembiayaan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan
Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, terhadap
rumah sakit yang melakukan perawatan pasien dengan
penyakit infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
pembiayaannya dapat digantikan oleh pemerintah dengan
melakukan pengajuan klaim, sehingga perlu di tetapkan
petunjuk teknis;

bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES /4344 /2021 tentang Petunjuk Teknis
Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara
Pelayanan Corana Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu
disesuaikan dengan kebutuhan teknis klaim dan kriteria
pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 1969 Nomor 47);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunugan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI
Tahun 2002 Nomor 129);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,;
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
)Jsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/
413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Corona virus Diseases 2019 (COVID -19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/
446/2021 tentang Penggunan Rapid Diagnostic Test Antigen
dalam Pemeriksaan Coronavirus Diseases 2019 (COVID 19)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid
Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus
Diseases 2019 (COVID -19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/
446/2021 tentang Penggunan Rapid Diagnostic Test Antigen
dalam Pemeriksaan Coronavirus Diseases 2019 (COVID 19)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3602/2021 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang Penggunaan Rapid
Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Coronavirus
Diseases 2019 (COVID -19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan
Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam
rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona
virus Diseases 2019 (COVID 19);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.01/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis
Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus
Disease 2019 (COVID -19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara
Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).

Surat dari kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Nomor
445/054/RSUD-DEK/2022 tanggal 12 juli 2022 perihal
pengusulan draf SK Bupati tentang alokasi dana Klaim
Covid-19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Alokasi Dana Klaim Covid-19 Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dekai;

Alokasi dana klaim covid-19 sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU bersumber dari klaim pelayanan pasien
COVID-19 di RSUD untuk Jasa Medis pelayanan kesehatan
sebanyak 80% (delapan puluh persen) dengan variable
prosentase pembagian sebagai berikut :

a. Direktur dan Dokter Spesialis :100 Poin
b. Kepala Seksi dan Dokter Umum : 75 Poin
c. BCEN dan Tim COVID : 60 Poin
d. Apoteker dan Penata : 50 Poin
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e. Kepala Ruangan : 50 Poin
f.  Paramedis : 45 Poin
g. Administrasi : 30 Poin
h. Penunjang Non Medis : 20 Poin

Jumlah jasa pelayanan yang di terima oleh masing-masing
tenaga kesehatan di hitung dengan formula sebagai
berikut:

Jumlah Point yang diperoleh oleh seseorang (dikali) Jumlah
dana jasa pelayanan (dibagi) Jumlah Point seluruh tenaga.

Alokasi dana untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan pada RSUD Dekai ditetapkan sebesar 20% (Dua
puluh persen);

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :2 Agustus 2022

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009



